BAB 1
PENDAIUUIIAN

Tanahi merupakan kcbutuhan yang sclalu meningkat. Sgjalan denpgan
kemajuan dan  perkenbangin  ilmu  pengetahuan  juga pembangunan.
Kckompleksitasan ini ditandai oleh semakin ketatnya persaingan untuk menguasai
wnah, baik penguasaan \anah seeara legat maupun ilegal.

Dalasn masyarakat yang berkembang sudah banyak pula 'ang mengerti
dan sadur tentang perkembangan hukum pertanaban. Flal ini ditujukan semakin
pckanya. semakin kritisnya scrta semakin pedulinya masyarakat terhadap
permasalahan-permasalahan yang sedang timbul. Schingga vntuk itu perlu adanya
aturan-aturan hukum yang jclas dan tegas yang maenjarain kepastian hukura dan
perliindungan hukum terhadap pemilika tanah yang kuat yaitu "“Sertipikat™.

Banyak juga masyarakatl yang tidak perduli dan hanya mempeitahankan
ha;:» wansan yang berupa tanab atas amanal orang (ua saja. ini jupa
mengakibatkun kimang terbuktinya kepemilikan awas tanah terscbut. Dan juga
tentu mas:h banyak pula musyarakat yang tidak mengerti atau tidak perduli akan
pentingnya surat sertifikat twah yang sebenamya daput memberikan atau
menyatakan hahwa siapa orang yang sah atas kepemilikan atas 1anah tersebut
demi kepentingan masyarakal itu sendiri dan pemcerintah pada unmun: nya.

Dalan: mewujudkan cita—cita nasiunal yang dituangkan dalam LU 1945
dan diatnr pula dalam UU No. S Tuhun 1960 Icntang peraturan-peraluran pokok
agraria yang dilam Pasa] {9 discbutkan bahwa “Lintuk n.enjamin kepastian

hukum oleh pemerintah diadakan kepastizn tanab s¢luruh Republik Indonesia
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mcnurut Kctentuan-kctentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah *'. Dengan
amanat dalam Pasal 19 Undang-undang Pekek Agraria No. 5 Tahun 1968 maka
olch pemerintah dikcluarkan PP No. 10 Tahun 1961 tentang pendafiaran tanah
yang «ijadikan sebagai landasan hukum dalam pendaftaran tersebut,

Namun PP Ne. 10 Tahun 1961 masih dirasakan kumng mendukung
tuntutan jaman dalam percepatan proses pendaftaran tanah. Sehubuang dengan ini
maka pemerintah mengeluarkan PP No. 24 Tahun 1997 sebagai pengganti PP No.
10 Tahun 1961. Dan dengan dikeluawrkimnya PP No. 24 Tahun 1997 maka dengan
sendirinya PP Ne. 10 Tahun 1961 tidak berlaku lagi.

Mcmandang latar belukang diatas, penycmpurnaan peratusan penmerintah
tersebut maka pendaltaran tanah disclenggarakan <alam mcenjamin kepastian

hukum dan dengan itu pelaksanaanya harus tctap czrmat dan teliti.

A. Pencgasan dan Pengortian Judul

Skripsi ini berjudul “Pclaksanaon Pendaflaran Tanah Pada Kuntor
Pertanahan Kola Medan ™

Untuk memudal:kan pemahaman akan juduf crscbut diatas, maka kllperiu
diberi pengertian don pencgasin terhadap judal skripsi tersbut, untuk itu penulis
akan menguratkan judul skripsi ini menurut kontcks scbagai berikut:
* Pelaksanaan adalah perihal (perbuatan usaha) *!

* Pendaftaran tanah adalah rangkaia kegiatan yang dilakukan pemerintah secara

enus-menztis, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, penigolahan,
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